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          PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

   BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 
 Jalan Pahlawan No. 22 Pekuncen, Kota Pasuruan, Jawa Timur 

  Kode Pos 67126, Telepon (0343) 412860  
               E-mail : bpkakopas@gmail.com, Laman : bpka.pasuruankota.go.id 

 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 
NOMOR : 188/2142/423.201/2023  

  
TENTANG 

 
PENETAPAN RENCANA KERJA  

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
TAHUN 2024 

 
 

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan 

Nomor 19 tahun 2023 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024; 

  b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 

Pasuruan tentang Rencana Kerja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Kota Pasuruan tahun 2024. 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17  Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat 

(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

  2.  Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

  3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

  4.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 20 

Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 



 

 

 

 

 

  6.  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

  7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2014 

tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 

  8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

  9.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 tahun 2007 

tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Pasuruan Nomor 08 tahun 2010 tentang 

Perubahan atas peraturan daerah Kota Pasuruan 

Nomor 02 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan 

keuangan daerah; 

  10.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Pasuruan Tahunan 2021-2026; 

  11.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 tahun 2016 

tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah; 

  12.  Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2022 

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik; 

  13.  

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024; 

  14.  Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Tahun 2024. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

PERTAMA : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana 



 

 

 

 

 

tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari 

keputusan ini. 

   

KEDUA : Memerintahkan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang pada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan untuk 

memedomani Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2024 ini dalam penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA kegiatan tahun 

berkenaan. 

 

KETIGA : Memerintahkan kepada Sekretaris Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset untuk melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud 

pada diktum KEDUA keputusan ini. 

 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

   

 

Ditetapkan di  :  Pasuruan 
Pada Tanggal  :  30 Desember 2023 

 

KEPALA BADAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAN ASET 

KOTA PASURUAN 

 

 
 

Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19691003 199003 1 006 

 
 



 

 

 

       PEMERINTAH KOTA PASURUAN 
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  KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

  KOTA PASURUAN 

NOMOR  : 188/2143/423.201/2023 

TENTANG 
 

 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PASURUAN  

TAHUN 2024 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka  penyusunan  Rencana  Kerja  (RENJA) 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 

2024, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) 

dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan tentang 

Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2024. 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; 

  2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

  3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

  4.  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pasuruan; 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

  6.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 

Tentang Hasil  Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran  

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

 

 



 

  7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara 

Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD; 

  8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

  9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2024; 

  10.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 

Pasuruan 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 

2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan 

Nomor 05);  

  11.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 (Lembaran 

Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 4); 

  12.  Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2022 tentang 

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset; 

  13.  Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 42 tahun 2021 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; 

  14.  Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 tahun 2023 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan 

Tahun 2024. 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 

Pasuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak 

terpisahkan dari keputusan ini. 

PERTAMA : Mengesahkan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2024 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini. 

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2024 dimaksud dalam 

dictum Pertama Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh 

dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja Tahun 2024.  

 



 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 
Ditetapkan di : Pasuruan 
Pada Tanggal : 30 Desember 2023 

KEPALA BADAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAN ASET 

KOTA PASURUAN 
 

 

 
 

Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19691003 199003 1 006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 
KOTA PASURUAN  
NOMOR  188/2143/423.021/ 2023 
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN 
RENCANA KERJA BADAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 
KOTA PASURUAN 

 
 
 

SUSUNAN KEANGGOTAAN 
TIM PENYUSUN  RENCANA KERJA TAHUN  2024 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PASURUAN 
 

NO JABATAN KEDUDUKAN 

1 2 3 

1. Kepala Badan Penanggung Jawab 

2. Sekretaris Ketua 

3. Kepala Bidang Anggaran Wakil Ketua 

4. Kepala Bidang Aset Wakil Ketua 

5. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Wakil Ketua 

6. 
Jabfung dan Koordinator Penyusunan Program 
dan Keuangan 

Sekretaris 

7. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Anggota 

 
 

KEPALA BADAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAN ASET 

KOTA PASURUAN 
 

 
 

Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19691003 199003 1 006 
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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa 

atas limpahan berkat, rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2024 ini dapat tersusun tepat pada 

waktunya. 

 Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan 

Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 

satu tahun, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai 

rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2024. 

 Melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah diharapkan dapat diperoleh 

gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 

anggaran yang akan dilaksanakan dan target-target yang rencananya akan dicapai 

guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan bersih, bertanggung jawab 

dan transparan. 

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Kota Pasuruan Tahun 2024 ini dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan tugas-tugas 

selama setahun agar dapat melaksanakan kinerja kedepan lebih terarah, efektif dan 

efisien. 

 

           Pasuruan,      Januari 2024     

KEPALA BADAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAN ASET 

KOTA PASURUAN 
 

 

Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM 

Pembina Utama  Muda 

NIP. 19691003 199003 1 006 
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BAB I   

                                          PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pemerintah Kota Pasuruan telah menetapkan visi dan misi dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 sebagai 

dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan. Untuk 

mewujudkan tercapainya visi-misi yang tertuang dalam RPJMD tersebut, maka perlu 

disusun perencanaan pembangunan tahunan dalam wujud Rencana Kerja 

Pemerintahan Daerah sebagai dasar bagi Perangkat Daerah membuat perencanaan 

program, kegiatan, dan sub-kegiatan pada tahun berkenaan. Perencanaan program, 

kegiatan, dan sub-kegiatan tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah tersebut 

dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. 

Secara substantif Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen rancangan 

awal perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat 

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung 

oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat. Kewajiban kepala PD membuat Rencana Kerja tersebut diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, yang mengamanatkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan 

Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada 

rancangan awal RKPD.  

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah selain mengacu kepada RKPD, 

juga harus sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah  

yang merupakan pedoman bagi PD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Rencana Kerja Perangkat Daerah 

merupakan penjabaran yang lebih teknis dari Renstra OPD. Rencana Kerja 

Perangkat Daerah memuat juga perencanaan pelayanan kepada masyarakat yang 

merupakan tujuan utama penyelenggaraan PD. Kualitas penyusunan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan OPD yang akan 

diberikan kepada masyarakat penggunanya. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut di 

atas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PD berkewajiban untuk 
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menyusun Rencana Kerja yang berisi kebijakan, program, kegiatan, dan sub-

kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai penjabaran dari dokumen 

RPJMD 2021-2026, RKPD tahun 2023, dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset tahun 2021-2026. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

tahun 2024 merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 

(satu) tahun guna mengoptimalkan RKPD yang disertai dengan upaya 

mempertahankan dan meningkatkan  capaian kinerja  tahun sebelumnya, sesuai 

dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. 

Dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 

Pasuruan Tahun 2024 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai di 

Tahun 2024, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, 

sub-kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu, 

Dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan 

Tahun 2024 juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan 

tantangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Kota Pasuruan dalam hal penyusunan perencanaan fisik-prasarana, 

penyusunan data dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pelayanan 

administrasi di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan. 

 

1.2 Landasan Hukum  

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
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Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

8. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil 

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan;  

11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026; 

12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2022; 

13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan 

Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan 

 

1.3 Maksud dan Tujuan  

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Kota Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dan arah dalam pelaksanaan 

program, kegiatan, dan sub-kegiatan Tahun 2024 bagi Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Kota Pasuruan. 

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Kota Pasuruan ini adalah: 

1. Sebagai pengendali kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 

Pasuruan agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan 

Program yang telah ditetapkan; 

2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan; 

3. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Kota Pasuruan; 

4. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan di Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Kota Pasuruan. 
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Dengan demikian dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Kota Pasuruan Tahun 2024 selanjutnya dijadikan pedoman dan arah didalam 

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 oleh Kepala Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan. 

 

1.4 Sistematika Penulisan  

Penyajian Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 

Pasuruan Tahun 2024 disusun dalam 5 (lima) Bab, yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN  

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja 

OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta 

sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami 

dengan baik. 

1.1  Latar Belakang 

 Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat 

Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan 

antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra 

Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja 

Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan 

RAPBD. 

1.2 Landasan Hukum 

 Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, 

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang 

SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan 

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat 

Daerah. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

 Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana 

Kerja Perangkat Daerah. 

1.4 Sistematika Penulisan 

 Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. 
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BAB II HASIL EVALUASI RENJA  PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan 

Capaian 

 Renstra Perangkat Daerah 

 Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja 

Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 

berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya 

pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. 

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah 

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat 

Daerah tahun-tahun sebelumnya. 

2.2.  Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

 Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Organisasi Perangkat 

Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, 

Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jenis indikator yang dikaji 

disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, 

serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja 

pelayanan. 

2.3.  Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah 

 Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat 

Daerah, dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. 

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dampaknya terhadap capaian visi dan 

misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, seperti SPM 

(Standar Pelayanan Minimal) dan MDGs (Millenium Development Goals). 

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah 

serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang 

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan 

prioritas tahun  yang direncanakan. 
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2.4.  Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

 Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan, yaitu membandingkan 

antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta 

penjelasannya. Memuat catatan penting terhadap perbedaan dengan 

rancangan awal RKPD, misalnya adanya rumusan program dan kegiatan 

baru serta besaran pagu anggaran yang berbeda yang disajikan dalam 

bentuk tabel. 

BAB III  TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut 

arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait 

dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. 

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kinerja Perangkat Daerah 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan 

dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan 

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar 

mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan 

program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis 

program/kegiatan/sub-kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi 

keduanya. 

BAB V  PENUTUP 

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang mendapat perhatian, 

kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut 
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BAB II  

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

 

2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKA Tahun Lalu dan Capaian Renstra 

BPKA 

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Kota Pasuruan Tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut : 

⮚ Tabel Pencapaian Kinerja 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja Utama 

Tahun 2022 

Target 
Realisa

si 

Capai
an 

(%) 

1 Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan 
keuangan 
daerah 

Persentase 
penyusunan 
anggaran sesuai 
ketentuan 

100% 100% 100% 

  Persentase 
laporan keuangan 
daerah sesuai 
ketentuan 

100% 100% 100% 

2 Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan 
aset daerah 

Persentase  
administrasi 
barang/aset 
daerah sesuai 
ketentuan 

100% 100% 100% 

 

Dari masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

1. Persentase jumlah PD yang menyelesaikan penyusunan dokumen anggaran 

sesuai ketentuan 

Dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%. 

Capaian ini berdasarkan jumlah PD yang menyelesaikan dokumen anggaran 

sesuai ketentuan, dari total 33 PD di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan 

semuanya telah menyelesaikan dokumen anggaran tepat waktu sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan. Capaian indikator didukung oleh tertibnya PD 

dalam penyampaian dokumen. 
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2. Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai 

ketentuan 

Dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%. 

Capaian ini berdasarkan jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan 

sesuai ketentuan, dari total 33 PD di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan 

semuanya telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan. 

3. Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan barang milik daerah sesuai 

ketentuan 

Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% atau 

tercapai 100%. Capaian ini berdasarkan jumlah PD yang menyampaikan 

laporan barang milik daerah sesuai ketentuan, dari total 33 PD di lingkungan 

Pemerintah Kota Pasuruan semuanya telah menyampaikan laporan barang 

milik daerah tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

 

Pada tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan 

melaksanakan 11 kegiatan dan 39 sub kegiatan.  Capaian Realisasi 

program/kegiatan/sub kegiatan terhadap target kinerja hasil/keluaran yang 

direncanakan adalah 32 sub kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran 

yang direncanakan, sedangkan 7 sub kegiatan tidak memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan. 

Secara umum program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, 

meskipun dalam pelaksanaannya masih tedapat beberapa permasalahan, 

diantaranya: 

1. Permasalahan utama dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu masa transisi 

atas implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang 

disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. 

2. Tidak terlaksananya sosialisasi terkait SP2D online yang rencana nya dilakukan 

pada tahun 2021 terkendala aplikasinya belum terbangun secara sempurna. 

3. Kegiatan terkait rencana perubahan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi 

Pemerintah Daerah belum dapat dilaksanakan dikarenakan terbatasnya sumber 

daya manusia BPKP selaku narasumber. 
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4. Pelaksanaan kegiatan pembinaan akuntansi terkait penyusunan Laporan 

Keuangan belum dapat dilaksanakan secara optimal, akibat adanya pembatasan 

untuk kegiatan pengumpulan orang karena pandemi Covid-19 

 

Berdasarkan permasalahan yang timbul dalam upaya pencapaian target 

kinerja tersebut, maka perbaikan yang harus dilakukan oleh Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Kota Pasuruan antara lain:  

1. Melakukan penyempurnaan dan perbaikan secara berkelanjutan terhadap 

program/kegiatan/sub-kegiatan yang direncanakan, agar sesuai dengan 

dokumen perencanaan yang ada dengan mempertimbangkan permasalahan 

yang mungkin timbul; 

2. Meningkatkan peran serta seluruh jajaran di lingkungan Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Kota Pasuruan didalam penyusunan anggaran 

program/kegiatan/sub-kegiatan, sehingga anggaran yang disusun sesuai 

dengan kebutuhan organsasi dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan; 

3. Agar pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 

tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan 

baik, maka perlu dilakukan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis bagi pegawai 

pengelola keuangan daerah; 

4. Melaksanakan kegiatan pelatihan aplikasi SIPD yang disediakan oleh 

Kementerian Dalam Negeri kepada para pengelola keuangan di seluruh OPD; 

5. Diupayakan secepatnya agar SP2D online dapat diimplemtasikan melalui 

kerjasama antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan BPKP dan Bank jatim; 

6. Diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola 

keuangan daerah melalui kegiatan sosialisasi atau bimbingan teknis terkait 

penyusunan Laporan Keuangan Daerah; 

7. Mempercepat melakukan perubahan Peraturan Walikota Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kota Pasuruan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan; 

 

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 

2.1 
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Tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan 
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 
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2.2.  Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Secara umum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan telah 

dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi yaitu 

dari 3 sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026 sudah dapat 

dilaksanakan seluruhnya, keberhasilan pencapaian sasaran di Tahun 2022, jika 

dihitung indikator keberhasilannya mencapai 100 %, sehingga dapat dikategorikan 

berhasil.  

Dari beberapa sasaran yang telah dicapai tersebut masih terdapat perbedaan 

antara kondisi lapangan dengan yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini nampak 

pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran masih pada tingkat 

output, padahal yang menjadi harapan masyarakat adalah indikator kinerja pada 

tingkat outcome. 

Tingkat capaian kinerja dalam rangka dukungan terhadap pencapaian visi dan 

misi Walikota Pasuruan, program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Kota Pasuruan mendukung pada pencapaian misi VI, yaitu “Meningkatkan 

kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik.” 

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kerja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Kota Pasuruan, maka  pada saat penyusunan Rencana Kinerja 

awal tahun telah dilakukan analisis dan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja. Berdasarkan 

analisis tersebut, maka pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja 

yang akan dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk 

meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Pencapaian kinerja 

pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan dapat dilihat pada 

tabel 2.2 
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Tabel 2.2 Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah 2023 Kota Pasuruan 
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2.3.  Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah  

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi 

perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/ 

kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, 

akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak 

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada 

masyarakat dalam jangka panjang. Beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi PD diantaranya adalah keterbatasan sarana prasarana aparatur, 

keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran yang ada. 

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Kota Pasuruan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan diantaranya adalah: 

1. Masih belum seragamnya kemampuan sumberdaya manusia aparatur di 

beberapa SKPD, sehingga terjadi kesalahan maupun keterlambatan 

penyampaian laporan keuangan dan aset kepada Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Kota Pasuruan.  

2. Masih belum tertibnya pengelolaan anggaran dan aset. 

3. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip penganggaran keuangan daerah. 

4. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah. 

5. Masih ditemukannya permasalahan tata kelola perbendaharaan yang 

transparan dan akuntabel. 

6. Kurang optimalnya kinerja aparatur dalam penyelenggaraan tata kelola 

keuangan. 

 

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas 

dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan adalah : 

1. Sarana dan prasarana kerja untuk menunjang pelaksanaan program masih 

belum tercukupi seluruhnya dan sesuai standart pelayanan minimal yang telah 

ditentukan sehingga apa yang diinginkan belum dapat terlaksana dengan baik. 

2. Kualitas dan kuantitas aparatur pengelola keuangan dan aset masih belum 

sesuai dengan kebutuhan. 
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3. Perkembangan peraturan pengelolaan keuangan dan aset semakin kompleks 

dan berkembang secara terus menerus, hal ini membawa implikasi sulitnya 

membuat standarisasi terhadap tata kelola keuangan dan aset. 

 

2.4.  Review terhadap Rancangan Awal RKPD  

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan acuan dalam 

proses penyusunan Rencana Kerja. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan 

penjabaran Rencana Strategis ke dalam rencana operasional yang berfungsi untuk 

memelihara konsistensi antara capaian dan tujuan perencanaan strategis jangka 

menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan 

daerah. Hal ini dilakukan untuk menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang akan 

diprioritaskan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran sehingga akan terjadi 

kenaikan/penurunan baik jumlah kegiatan maupun anggaran yang direncanakan 

antara rancangan awal terhadap hasil analisis kebutuhan.  

Evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menilai 

kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui evaluasi kinerja pembangunan 

akan dihasilkan kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan 

penganggaran, yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih 

akurat, dengan demikian program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif 

disertai dengan akuntabilitas   pelaksanaannya yang  jelas, oleh  karena  itu 

Berdasarkan   prioritas   pembangunan  daerah   Kota  Pasuruan   yang diuraikan 

dalam agenda utama pembangunan daerah Kota Pasuruan 2016 – 2021 dan RPJMD 

2022 maka permasalahan yang timbul dalam proses pembangunan menyebabkan 

tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang memadai belum terealisasi. Dapat 

dilihat pada Tabel 2.3 
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Tabel 2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 
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BAB III   

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat 

Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan 

nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun program pembangunan 

nasional dimana sekarang dikenal sebagai Program Nawacita yang merupakan 

program pembangunan perencanaan nasional yang memuat pencapaian visi dan 

misi bangsa. Untuk mendorong pelaksanaan program tersebut perlu adanya 

desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan 

kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi 

dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran 

pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas desentralisasi, khususnya yang 

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. 

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2025, 

pencapaian tujuan pembangunan nasional diprioritaskan untuk terwujudnya 

Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur yang menjadi Visi Indonesia.  

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional sangat 

tergantung dengan sinergitas kebijakan antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah. Keterkaitan dengan kebijakan nasional Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Kota Pasuruan berusaha menyusun program dan kegiatan 

dengan mengacu kebijakan nasional dan kebijakan propinsi selain juga mengacu ke 

RPJP dan RPJMD Kota Pasuruan dengan maksud menjaga konsistensi dan 

kesinambungan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan selaku 

koordinator perencanaan Anggaran di Kota Pasuruan telah berusaha mensinergikan 

kebijakan nasional dan kebijakan propinsi dalam PD terkait yang bersinggungan 

langsung dengan masyarakat melalui bidang-bidang yang berada di lingkup Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan. 

Selain itu dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan 

sendiri penyusunan program dan kegiatan juga disesuaikan dengan kebijakan 

nasional dan kebijakan propinsi. Untuk saat ini Badan Pengelolaan Keuangan Dan 
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Aset Kota Pasuruan telah menyusun beberapa kebijakan tentang koordinasi 

perencanaan pembangunan guna mendukung program pemerintah 

 

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kinerja Perangkat Daerah 

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang 

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka 

menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kerja 

PD selama lima tahun. 

A. TUJUAN 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan 

merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat 

merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan 

sifatnya lebih konkret daripada misi dan mengarah kepada suatu titik terang 

pencapaian hasil. 

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai 

arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa 

mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari 

perumusan visi dan misi. 

Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima 

tahun) yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 

Pasuruan adalah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota 

Pasuruan yaitu “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel”. 

 

B. SASARAN 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan 

secara terukur, spesifik dan mudah dicapai. Dalam mewujudkan tujuan suatu 

organisasi diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam satu organisasi 

memahami sasaran yang akan dicapai. Sasaran yang hendak dicapai Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah :  

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.  

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah. 
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BAB IV  

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran 

sebagai tolok ukur keberhasilannya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 

Pasuruan menetapkan rencana program dan kegiatan organisasi dengan mengacu 

strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. 

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 

2024 yang berisi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program, kegiatan 

berikut indikator kinerjanya diharapkan dapat menjadi pedoman dan  arah 

pembangunan di Kota Pasuruan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. 

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan serta pagu indikatif tahun 

2024 dan prakiraan maju tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024  

dan prakiraan maju Tahun 2025 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana Kerja  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini 

merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi Walikota dan 

Wakil Walikota Pasuruan terpilih periode 2021-2026 yaitu ”PASURUAN KOTA 

MADINAH (Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmoni Warganya)” pada 

misi IV yaitu “Transfomasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat Melalui 

DIgitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif ” yang dioperasionalkan 

melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Pasuruan 2024. 

Secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Bahwa di dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Kota Pasuruan Tahun 2024 telah mengacu pada ketentuan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 

2. Program dan kegiatan yang direncanakan telah disesuaikan dengan RPJPD, 

RPJMD Kota Pasuruan dan RENSTRA serta RKPD. 

3. Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka program/kegiatan 

dilaksanakan dengan memperhatikan skala prioritas. 

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan hendaknya dapat dilaksanakan 

secara konsisten, transparan, akuntabel, profesional, partisipasif dan penuh 

tanggungjawab dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :  

1. Perangkat Daerah Kota Pasuruan berkewajiban menyusun Rencana Strategis  

yang memuat visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD masing-masing, yang 

berpedoman pada RPJMD Kota Pasuruan, yang nantinya akan menjadi pedoman 

penyusunan Rencana Kerja OPD; 

2. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan dalam 

pengelolaan keuangan daerah; 

3. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; 
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4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Kedepan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan dalam 

penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan 

misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta 

berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Pasuruan 

maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain. 

Demikian dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2024 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan kerja 

dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan. 

 

Pasuruan ,      Januari 2024 
Kepala  Badan  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset 

KOTA PASURUAN 
 
 
 

Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM 
NIP. 19691003 199003 1 006 

 

 

 

 

 


